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KOMISI PERLINDUNGAN
ANAK INIMINESIA

KATA PERGATTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang mengatur jagad raya,
Sang Pendidik seluruh alam, yang telah memberi kesernpatan
kepada kita semua untuk terus belajar dan berbagi pelajaran
auna mewdjudkan senyum anak-anak.

Sesuai dengen hasil amandemen UL Perindungan Anak,
Komisi Perlindurgan Anak Indonesia memperoleh perluasan
mandat, dengan rincian tugas meliputi; (a}] melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan
pemenuhan hak anak; (&) memberikan masukan dan usulan
calam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan
perlindungan anak; (c) mengumpulkan data dan infarmasi
mengenai perlindungan anak; (d) menerima dan melakukan
penalaznan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran
hak anak; (e] melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran
hak anak; (f} melakukan kerja sama dengan lembaga yang
dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan (g)
memberikan laparan kepada pihak berwajib tentang adanya
dugaan pelanggaran terhadan undang-undang ini.



Dalam menjalankan tugas konsitusional tersebut, KPAI
melakukan pangawasan penyelenggaraan perlindungan anak,
termasuk di lingkungan pendidikan. Data hasil pengaduan
dan pengawasan KPAl terkait dengan kasus pendidikan,
tahun 2014 mencapai 461 kasus, dan tahun 2015 naik
menjadi 478 kasus. Sementara bidang lain trennya menurun.
Bidang pendidikan terjadi peningkatan sebesar 4% (17
kasus). Sedangkan kasus anak yang menjadi pelaku bullying
di satuan pendidikan meningkat. Anak yang menjadi pelaku
bulliying pada 2014 sebanyak &7 laporan, dan tahun 2015
meningkat menjadi 93 laporan. Terjadi peningkatan sebesar
39% (26 kasus).

Seiring dengan meningkatrya tindak kekerasan di lingkungan
satuan pendidikan, khususnya anak yang menjadi pelaku,
KPAlI menyampaikan pentingnya langkah progresif untuk
melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan
di lingkungan sckolah. Catatan tersebut disampaikan oleh
KPAl pada saat audiensi dengan Presiden Rl pada 12 Januari
2016. Presiden didampingi eleh Menteri Pemberdayaan
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan. Dalam
kesempatan tersebut, KPAlI menyampaikan data pengawasan
KPAl selama Tahun 2015 yang menunjukkan angka kekerasan
turun dibandingkan dengan 2014, Hal ini mengingat adanya
komitmen serius pada pertengahan dan akhir 2014 dengan
langkah nyata penerbitan Instruksi Presiden tentang Gerakan
Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA]
dan revisi UU Perlindungan Anak, yang ditindaklanjuti dengan
kampanye pericegahan yang sangat masif,

Harya saja, di tengah tren angka pelanggaran hak anak
yang turun, ada anomali di lingkungan satuan pendidikan.

Kasus kekerasan dzn perundungan (bullying) yang melibatkan
peserta didik sebagai pelaku justru meningkat. Banyak
fakzor yang menyebabkan, sehingga penting untuk diambil
langkah-langkah serius dan segera untuk mencegah dan
menanggulangi kasus kekerasan di lingkungan satuan
pendidkan., Saya mengusulkan kepada Presiden untuk
mengoelar pertemuan dan memberikan arahan kepada seluruh
pemoantu Presiden yang terkait.

lidak perselang lama, seminggu setelah audiensi tersebut,
Presiden mengundang kembali KPAl dan para menteri untuk
'Rapat Terbatas' pada 20 Januar 2016, dengan agenda
“Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Sakolah”.
Salah satu hzl yang dibahas dalam rapat tarsebut adalah
urgensi penerbitan peraturan presiden tentang pencegahan
dan penanggulangan kekerasan di lingkungan satuan
pendidikan sebagai ikhtiar nyata dalam mewujudkan situasi
pendidikan yang berkeadaban, nirkekarasan, pembangunan
kesadaran perlindurgan anak dan ada mekan sme pengawasan
dar pencegahan dini jika terjadi ootensi terjadinya tindak
kekerasan.

Buku ini dizusun dan hadir ke khalayak pambaca ditujukan
sebagal kontriousi dan salan satu ikhtiar nyata untuk
mencegah terjadinya kekerasan dan pelanggaran hak anak
di lingkungan satuan pendidikan, dengan cara promaotif.
Buku ini disusun schagai panduan untuk mempromaosikan
dan mendorong langkan-langkah positif untuk mewujudkan
lingkungan pendidikan yang ramah bagi anak (child friendly)
sehingga memungkinkan peserta didik untuk tumbuh dar
berkermbang sesuai harkal dan martabat kemanusiaannya,
sehingga dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional




Ramah Anak yakni Permen Nemor 08 tahun 2014 tentang
Kebijzkan Sekolah Rarmah Anak yang rencana akan segers
diperust dengan Peraturan Presiden (Perpres).

Hadirnya buku in! bartujuan menambah referensi, edukasi, dan
informasi yang akurat dan relevan terkait dengan kebijakan
pemerintah tersebut yang dimsksudkan dalam membangun
sekalan dan madrassh ramah anak, agar anak terjamin hak
dan perlindunganriya di sekolah dan madrasah.

Nilai infarmasi yang hendak disampaikan melalui buku ni agar
sermasalahan anak khususnya di lingkungan pendicikan dapat
dirninimalisasi dengan langkah-'angkah pencegahan, serta
jika ada permasalahan anak dapat diselesaian secara efektl,
holistik, dan kemaorehensid. Melalui buku ini kita akan dapat
mengidentifikasi teriadinya kasus anak dan menguatkan anak
agar dapat mendeteksi dan memproteksi dirinya dari potensi
yahg membahayakan diri anak di lingkungan sekitarnys.

Akhirriya, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih
kepada penulis dan penerbit yang telah menghadirkan buku
ini sebagai literasi, baik langsung pada sekolah, madrasah,
pesorta didik, maupun umumnya kepada masyarakat dalam
upaya membangun sekolah dan madrasah ramah anak.

SATBUTAN DEPUTI PERUNDUNGAN PEREFIPUAN DAN ATIAK
KEFERTERIA KOORDITIATOR BIDANG PEMEAHGUNAN NAHUSIA
DATI KEBUDAYAAH R

Membangun Generasi Bangsa Melalui Sekolah Ramah Anak

Masa depan bangsa ditentukan salah satunya oleh generasi
muda yang tumbubh dan berkembang sesuai dengan potensi
dan kemampuan yang dimiliki. Agar potensi dan kemampuan
berkernbang cptimal, fasilitas layanan perdidikan yang disediakan
harus baix. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28C
menyebutkan pula bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan
diri melalui pemenuhan kebutuhen dasar, berhak mendapat
pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan
dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hdupnya dan demi kesejateraan umat manusia.”

kementerian Koorginator Bidang Pembanguran Manusia
dan Kebudayaan mengakui kasus kekerasan pada anak ini
sangat menyita perhatian presiden. Hingga pada saat kasus
mencuat akhir tahun lalu, presiden berulang kali menggelar
tapat terbatas yang melibatkan sejumlah kementerian dan
wmbaga, sampai akhimya presiden mengeluarkan Peraturan
Femerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1




tahun 2014 tentang Perubkahan kedua atas Undang-Undang
Memor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kehadiran Perppu tersebut dengan pertimbangan bahwa
kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara
signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak,
merusak kehidugan pribaci dan tumbuh kembang arak, serta
mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan
ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana
yang dijatubkan bagi pelaku kekerasan seksual ternadap anak
belurn memberikan efek jera dan belum mampu mencegah
secara kemprehensif terjadinya kekerasan selsual terhadap anak.

konten yang ada dalam buku ini sangat bermanfzat untuk
menambah pengetahuan, referensi, edukasi, dan informas!
yang tepat terkait dengan Perppu tersebut. Selain itu buku
dengan judul “Panduan Sekelah dan Madrasah Ramah Anak”
ini juga dapat dijadikan panduan dan pedoman bagi sekolah
dan madrasah dalam mambangun budaya sekolah ramah anak
yang mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak dan
kepentingan terbaik bagi anak.

Kami menyampaikan genghargaan kepada penulis can
pererbit yang telah menghadirkan buku ini sebagai
pengetahuan dan referensi para penyelenggara perlindungan
anak, baik pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua, dan
sekolah agar dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan
perlindungan anak di sekolah dan madrasah.

Jakarta, Juli 2076

Sujatmikeo

KOMPLINMEN

“Menciptakan lingkungan sekolsh dan suasana pembelajaran
vang ramah anak adalah kewajiban bagi komunitas sekolah
utamanya para gurnu.

Froses pendidikan sejatinya proses yang didasari welas
asih. Mari kita antar anak didik xits dengan santuhan kasih,
venghormatan, dan disiplin tanpa harus menggunakan
kekerasan dan diskriminasi,

Mari kita perkuat kemampuan profesi, wawasan, dan
metode mengajar dengan terus menjadikan dirf kita sebagai
pembelajar sefati. Buku ini penting untuk menjadi salan satu
referensi baai guru.”

- Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd., Plt Ketua Umum
Fengurus Besar PGRI



“Kecenderungan pola pendidikan di sekolah dewasa ini masih
banyak diwarnai unsur kekerasan’ terhadap anak. Lingkungan
sexolah tidak nyaman, aman, dan ramah bagi anak.

Akibatnya, anak-anak biasanya lebih suka jika jam pelajaran
sekalah kosong karena gurunya rapat misalnya, atau saat
memasuki masa liburan sekalah.

Buku ini sangat penting untuk dijadikan panduan bagi guru
dan penanggungjawab pendidikan untuk mewujudkan sexolah
vang ramah anak, sehingga sekelah menyenangkan dan
akhirya tujuan pendidikan dapat tercapgai.”

- Dr. Seto Mulyadi, Pemerhati Anak, Ketua Umum
LPA Indonesia
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INDGNESIA MEMILIKI INSTRUMEN HUKUM UNTUK
MENDUKUNG SELURUH HAK ANAK."

Pencidikan merupakan hak asasi setiap warga negara
Indonesia, karenanya setiap warga negara Indonesia berhak
memperoleh pendidikan sesuai dengan minat dan bakat
vang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status
skanomi, suku, etnis, agama, dan gender, Negara Indonesia
telah memiliki berbagai instrumen hukum urtuk mendukung
hak anak atas pendidikan. Mulai darl Undarg-Undang Dasar
1945 pacal 28C, pasal 28E, pasal 31 dan pasal 34. Laly,
ada Undang-Undang Nemor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomar 35 tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak, maupun Urdang-Undang
Normor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Secara jelas calam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 disebutkan
bahwa, “Setiap warga negara berhak mendapat pengajaran™.
Hak tersebut dipertegas kembali dalam amardemen UUD
1245 pada tahun 2000, yakni dalam pasal 2BC ayat (1)
vang berbunyi: “Setiap erang berhak mengembangkan diri
melalui pemenuban kebutuhan desarnya, berhak mendapat
pendidikan dan memperaleh manfaat dari ilmu pengetahuan
dan teknalogi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualtas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia®.

Untuk menindaklanjuti amanah konstitusi tersebut, secara
berkelanjutan Pemerintah telah mengeluarkan Undang-
Undang di bidang pendidikan. Pada tahun 2003 Pemerintah
telah menetapkan UU Nomer 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, untuk menggantilkan LU Nomar 2 Tahun

1769 tentang Sistemn Pendidikan Nasional, yang dipandang
sudah tidak memadai lagl. Berdasarkan Undang-Undang Ne,
20 tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan Nasional pendidikan
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses psmbelajaran agar peserta didik
ecara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilili
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

lujuan Pendidikan Masicnal dalam Undang-Undang Dasar
1745 Pasal 31 (3) menyebutkan, "Pemerintan mengusahakan
dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,
yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak
mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang
diatur dengan undang-ungang.” Pasal 31 (5) menyebutkan,
Momerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan
biangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat
marnusia, "

lujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Mo, 20
Fahun 2003 Tentang Sistern Pendidikan Masional Jabaran ULD
1945 tetang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang
Mo, 20 Tahun 2003, Pasal 3 rmenyebutkan, “Pendidikan
fsional berfungsi mengemoangkan kemampuan dan
Membentus watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
Whlam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
Wik mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi
Iihusia yang beriman dan bertakws kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, reatif,
Waridicl, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

lllrlnrmr.]ung jawak."




PERLINDUNGAN ANAK

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin
dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup,
turnbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkst dan martabat kemanusiaan serla mendapat
gerlindungan dari diskriminasi.

TUbAL METHTA INBORESR, SELURLIE DUFA PUTT FELPDUTG! APERR~AitAk SESAGH
GENERASH PEHERLS MASING TIASIFG RAMGSA
(SUFRER: Wl PET-HOCRDRAE L]

Marmun dalam perkembangannya, banyak anak-anak yang
menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan penganiayaan,
baix di rumah, sekolah, madrasah, maupun di pesantren.
Sehingga, baryak anak yang tidak lagi merasa aman dan
nyaman umtuk bermain dar belajar karena selalu berada
dalam tekanan dan ancaman,

Dalam upaya perlindungan anak dan untuk mengurangi
tindakan kekerasan terhadap anak, terutama di dunia
pundidikan, maka diwujudkan program “Pendidikan Ramah
Anak" sebagai langkah nyata mencegah berbagai bentuk
kukorasan pada peserta didik melalui pola asuh dan proses
pwrnibelajaran yang menghargai, melindungi, dan memenuhi
hak hak anak dengar menghidupkan lingkungan pendidikan
yang ramah anak dan senantiasa mengarusutamakan prinsip
purlindungan anak.




PENDIDIKAN YANG RAMAH ANAK

Pendidikan Ramah Anak (PRA] dagpat dimaknai sebagai
suatu satuan lembaga pendidikan yang dapat memfasilitasi
dan memberdayakan potensi anak. Untuk memberdayakan
potensi anak di satuan lembaga pendidikan tentunya harus
memprogramian segala sesuatunya yang menyebabkan
potensi anak bisa tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan
tarlindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Selain harus
menciptakan program sekelah yang memadai, sekolah juga
harus menciptakan lingkungan yang kondusif dan edukatif.

"SECARA KONSEPTUAL, PENDIDIKAN RAMAH ANAK
ADALAH PENDIDIKAN YANG SECARA SADAR BERUPAYA
KUAT UNTUK MENJAMIN DAN MEMENUH! HAK- HAK
DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM SETIAP ASPEK
KEHIDUPAN SECARA TERENCANA DAN BERTANGGUNG
JAWAB."

Tujuan pendidikan ramah anak falah mewujudkan satuan

lembaga pendidikan yang dapat menjamin dan memenuhi
hak-hak dan perlincungan anak Indonesia, hal ini sesusl

dengan tujuan pendidikan nasional, UUD 45, Undang-Undang

Ne. 20 Tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan Nasional, dan’

orinsip-prinsip perindungan anak.

Guna memastikan terlaksananya pendidikan ramah anak
di satuan pendidikan, maka harus memiliki prinsip-
prinsip serlindungan anak, yakni; tanpa kekerasan, tanps
diskriminasi, kepentingan terkaik bagi anak, dan hak turmbuh
dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat
anak, yang dapat diintegrasikan ke dalam bidang-bidang
Implementasi, yakni; kebijakan, kurikulum, manajemen, dan
paraturan sekalah, sarana, prasarana, dan lingkungan, serta
tolasi sehari-hari antara pemangku kepentingan.

balah satu pemangku kepentingan di satuan lembaga
pendidikan yakni masyarakat. Masyasrakat dapat diartikan
webingai suatu kelompok manusia yang hidup bersama di
Miatl wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang
it sama gan hidup sebagai kesatuan/kelompok. Anggota
Masyarakat terdiri dari berbagai ragam pendidikan, profesi,
keahlian, sucu, bangsa, agama, dan lapisan sesial sehingga
M#njadi masyarakat yang majemuk. Pendidikan adalah
Whggurg jawao bersama mulai dari keluarga, masyarakat,
Pemarintah dan negara.




FELRAEE! AL AURLAN S Wadbart SERUA FHAR.
CSEPIEER: FRAEUROPAE

Masyarakat berhak dan berkewajiban untuk mendukung dan
berpartisipasi dalam wujudkan pendidilkan yang ramah anas;
Kewajiban mereka tidak sebatas pada bantuan dana, lebili
dari itu juga pemikiran dan gagasan; Pemerintan berkewajiban

membuat gedung sekolah, menyediskan tenaga/gurl,

melakukan standarisasi kurikulum, menjamin kualitas buk

paket, alat peraga, dan lain sebagainya. Karana kemampuan

pemerintah terbatas, malka partisipasi masyarakat sangat
diperlukar.

Kemampuan pemerintak terbatas sehingga mungkin tidak
mampu untuk mengetahui secars rinci nuansa perbedaan di
masyarakat yang berpengaruh pada bidang pendidikan. Jadi
masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam penyelenggaraan
pendidikan; Masyarakat dapat berpartisipasi mulai dengan
memberikan bantuan dana, pembuatan gedung, lakal, pagar,
dan lzin sebagainya. Masyarakat juga dapat terlibat dalam
bidang teknis edukatif; Bantuan teknis edukatif juga sangat
mungkin diberikan, seperti: menyediakan dirl menjadi tenaga
pengajar, memibantu anak berkesulitan membaca, menertukan
tir memelihara gury baru yang mempunyai kuslifikasi, serta
mombicarakan pelaksanaan kurikulum dan kemajuan belajar.

BENTUK-BENTUK PARTISIPASI

Adla tujuh ([7) tingkatan partisipasi masyarakat dalam
fewujudkan Pendidikan Ramah Anak (dirinc dan tingkat
partisipasi terendah ke tinggi), yaitu:

I Partisipasi dengan menggunakan jasa pelayanan
yang tersedia. Pada tingkatan ini masyarakat hanya
memanfaatkan jasa sekolah untuk mendidik anak-anak
meraka;

§ Partisipasi dengan memberkan kontribusi dana, bahan,
i tenaga. Pada PSM (Peran Serta Masyarakat] jenis
Wl masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan
pembangunan fisik sekolah dengan menyumbangkan
tlana, barang, atau tenaga;
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Partisipasi secara pasif, Masyarakat dalam tingkatan ini
menyetujui dan menerima apa yang diputuskan pihal
sekalah (komite sekaolah), misalnya komite sekolah
memutuskan agar orangtua membayar iuran bagi anaknya
yang bersekolah dan orangtua menerima keputusan itu
dengan mematuhinya;

Partisipasi melalui adanya konsultasi. Fada tingkatan ini,
orangtua datang ke sekolah untuk berkonsulasi tentang
masalah pembelajaran yang dialami anaknya;
Partisipasi dalam pelayanan. Orangtua/masyakarat
terlibat dalam kegiatan sekolah, misalnya orangtua ikut
membanty sekolah ketika ada studi tur, pramuka, kegiatan
keagamaan, dan sebagainya.

Partisipasi sebagai palaksana kegiatan, Misalnya sekolah
meminta orangtua/masyarakat untuk memberikan,
penyuluhan pentingnya pendidikan, masalah jender,
gizi, dan sebagainya. Dapat juga misalnya, berpartisizasi
dalam mencatat anak usia sekolah di lingkungannya agar
sekolah dapat menampungnya, menjadi narasumber, gury
bantu, dan sebagainya.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Orangtuad
masyarakat terlibat dalam pembahasan masalali
pendidikan baik akademis maupun non akademis, dan
ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam Rencang
Pengembangan Sekalah (RPS).

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

Penyelenggaraan proses pendidikan dan pembalajaran secara
sistemnatis dan berkesinambungan. Para pendidik dan tenaga
kependidikan di sekolah diharapkan menyelenggarakan
pendidikan dan pembelasjaran yang mampu memfasilitasi
peserta didik berperilaku terpelajar, Perilaku terpelajar
ditarnpi'kan dalam bentuk pencacaian prestasi akademik,
menunjukkan perilaku yang beretika dan berakhlak mulia,
memilici motivasi belajar yang tinggi, kreatif, disiplin,
liortarggung jawab, serta menunjukkan karakter diri sebagai
wirga masyarakat, warga negara dan bangsa.

Saluan lemoaga pendidikan harus dapat menciptakan suasana
yang kendusif agar anak didik merasa nyaman dan dapat
mengekspresikan potensinya. Agar tercipta suasara kondusif
liebut, maka ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan,
IBlutama: Perencanaan program sekolah yang sesual dengan
\alinp-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak didik,
Ak tidak harus dipaksakan melakukan sesustu, tetapi
dingan program tersebut anak secara otomatis terdorong
Mtk mengeksplorasi dirinya. Faktor penting yang peru
Wipnthatkan sekolzh adalsh partisipasi akeif anak terhadap
hrhm_};li kegiatan yang diprogramkan, namun sesuai dengan
Babutuhan anak.

Lgkungan satuan lembaga pendidikan yang mendukung.
AN sussana ini dapat tercipta di sekelah, maka suasana

Wl ligkungan sekolah sangat kondusif untuk menumbuk-




kembangkan potensi anak karena anak dapat mengekspresikan
dirinya secara leluasa sesuai dengan dunianya. Di samping
itu, penciptaan lingkungan yang bersih, ketersediaan air
minurm yang sehat, bebas dari sarang kuman, dan gizi yang
memadai merupakan faktor yang penting bagji pertumbuhan
dan perkembangan anak.

Aspek sarana-prasarana yang memadai, terutama yang
berkaitan dengan kebutuhan pembelajaran anak didik.

Sarana-prasarana tidak harus mahal tetapi sesua dendan
kebutuhan anak. Adanya zona aman dan selamat ke

sekolah, adanya kawasan bebas reklame rokok, pendidikan
inklusif juga merupakan faktor yang diperhatikan sekolahs
Penataan lingkungan sekolah dan kelas yang menarik

memikat, mengesankan, pola pengasuhan, dan pendekataf
individual sehingga sekolan menjadi tempat yang nyaman

dan menyenangkan.

Adanya forum anak, ketersediaan pusat-pusat informasi laya k

anak, ketersediaan fasilitas kreatif dan rekreatil pada anaky
ketersediaan kotak saran kelas dan sekolah, ketersediaaf
papan pengumuman, ketersediaan majalah atau keran ana
Sekolah hendaknya memungkinkan anak untuk melakuke
sesuatu yang meliputi hak untuk mengungkapkan pandan T}
dan perasaannya terhadap situasi yang memiliki dampak
pada dirinya.

satuan lembaga pendigikan yang ramah anak merupakar
Institusi yang mengenal dan menghargai hak anak (untuk
memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan bermain, dan
lersenang-senang), melindungi dari kekerasan dan pelecehan,
tapat mengungkapkan pandangan secara bebas, dan
berperan serta dalam mengambil keputusan sesuai dengan
bupasitas mereka. Lembaga pendidikan yang ramah anak
Juga harus menanamkan tanggung jawab untuk menghormati
hak-hak crang lain, kemajemukan dan menyelesallkan masalah
perbedaan tanpa melakukan kekerasan.

Wuku ini akan mendeskripsikan aspek yuridis dan hal-hal
ks operasional yang bisa dijadikan panduan dalam upaya
membentuk lingkungan satuan pendidikan yang ramah anak,
balk o sekoizh, madrasah, pesantren, panti asuhan, pondaolk,
han lembaga pendidikan yang menggunakan sebutan lain,
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